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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan dan 

pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam rangka meningkatkan nilai 

akuntabilitas laporan pertanggungjawaban SDN 105271 Serbajadi. Penelitian ini 

dilakukan di SDN 105271 Serbajadi.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah  teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dana BOS SDN 105271 

Serbajadi dilakukan dengan baik yaitu sekolah telah membentuk Tim MBS, 

mendata siswa, dan menyusun RKAS sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2017 yaitu dengan 

mengelompokkan dana berdasarkan 8(delapan) kegiatan. pelaksanaan pengelolaan 

dana BOS SDN 105271 Serbajadi  pada tahap penyaluran dana BOS masih belum 

efektif karena sering mengalami keterlambatan, sedangkan pada tahap 

pengambilan dana BOS dilakukan dengan baik, pada tahap penggunaan dana BOS 

masih belum efektif karena penggunaan dana BOS dalam pebayaran honorer non 

PNS masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 26 Tahun 2017. Sekolah telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

dana BOS yang terdiri dari RKAS, buku kas umum, buku pembantu bank, buku 

pajak, opname kas, dan berita acara pemeriksaan kas, serta bukti pengeluaran. 

Komite sekolah dan orang tua siswa telah berpartisipasi dalam pengelolaan BOS 

di SDN 105271 Serbajadi dan sekolah telah menyampaikan pertanggungjawaban 

dana BOS dengan melaksanakan rapat pada akhir tahun dan awal tahun pelajaran 

berikutnya. 

Kata Kunci : Perencanaan dan Pelaksanaan dana BOS, Efektivitas, Partisipasi 

                       Komite Sekolah dan Orang Tua. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyse the effectiveness of planning and implementation of 

school operational assitance in order to increase the value of accountability of the 

accountability report of SDN 105271 Serbajadi. This research was conducted of 

SDN105271 Serbajadi. 

The method used in this research is descriptive method, the analysis used is 

qualitative analisys. Data collection techniques used are observation, interview, 

documentation techniques. The data used this  research are primary and 

secondary data. 

The results showed that the planning of SDN 105271 Serbajadi school 

operational assistance funds was done well namely the school had formed a 

school-based management team, recorded students, and prepared a budget plan 

and school activities in accordance with the minister of education and culture 

regulation number 26 of 2017 namely by grouping funds based on eight the 

activities. The implementation of the management of school operational 

assistance funds SDN 105271 Serbajadi at the distribution stage of school 

operational assistance funds is still not effective because it often experiences 

delays, while at the stage of collecting school operational assistance funds is done 

well, at the stage of using school operational assistance funds are still not 

effective because the use of operational assistance funds schools in non-civil 

servant honorarium payments are still not in accordance with the minister of 

education and culture regulation number 26 of 2017. The school has compiled 

accountability reports for school operational assistance consisting of school 

budget plans, general cash books, bank supporting books, tax books, cash 

accounts, and minutes of cash check, as well as evidence of expenses. School 

committees and parents have participated in the management of school 

operational assistance in SDN 105271 Serbajadi and the school has delivered 

accountability for the school operational assistance funds by holding end-of-year 

meetings and following school year. 

Key word: planning and implementation of BOS, effectiviness, participation of  

                   school  committees and parents 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Sumber daya manusia merupakan salah satu aset nasional dan faktor 

penentu utama dalam keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia. 

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan 

nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta memperhatikan perkembangan global dan juga memiliki landasan yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah merupakan bagian 

terbesar dalam organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik di Indonesia 

harus menghadapi tekanan, agar lebih efisien dalam memperhitungkan biaya 

ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. 

        Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk 

organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan 

sektor bisnis atau privat. Menurut Erlina (2015) Akutansi sektor publik 

adalah akuntansi yang digunakan untuk peristiwa ekonomi pada organisasi 

non profit atau nirlaba. Menurut Erlina (2015) Akuntansi sektor publik terdiri 

atas akuntansi pemerintahan, akuntansi sosial yang dipakai oleh (partai 

politik , masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan 

lembaga swadaya masyarakat). Akuntansi sektor publik telah berkembang 

sangat pesat saat ini,karena tuntutan akuntabilitas organisasi publik 
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menyebabkan akuntansi sektor publik cepat diterima dalam mengelola urusan 

keuangan sektor publik.   

        Dalam meningkatkan kualitas  sumber daya manusia di Indonesia maka 

pemerintah harus memperhatikan kemajuan pendidikan. Seperti yang 

tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 yang 

menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 

lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 11 Ayat 1 yang 

menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal 34 ayat 2 

Menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Derah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa 

memungut biaya.  

               Salah satu cara pemerintah agar terjaminnya wajib belajar minimal 9 

tahun adalah dengan  mengadakan suatu program pemberian dana. Program 

pemberian dana tersebut adalah Batuan Operasional Sekolah (BOS). BOS 

mulai diterapkan sejak juli 2005 sasarannya adalah seluruh peserta didik 

(SD,SMP) serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat. Pemerintah 

mengharapkan dengan adanya dana BOS dapat meningkatkan akses dan 

mutu pendidikan di Indonesia juga sebagai salah satu prioritas pembangunan 

nasional.  

        Keuangan sekolah sangat penting dikelola dengan baik. Pengelolaan 

keuangan sekolah perlu dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan 

secara efektif dan efisien. Menurut Rohiat (2008:27) pengelolaaan keuangan 
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meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, pencatatan 

data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai yang 

direncanakan. Dana BOS yang di salurkan untuk setiap sekolah juga perlu 

dikelola dengan baik. Agar pengelolaan dana BOS terlaksana dengan efektif 

sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan 

buku yang berisi petunjuk teknis penggunaan dana BOS (Bantuan 

Operasional Sekolah) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah 

yang dikeluarkan setiap tahun anggaran. Pengelolaan dana BOS  yang efektif 

adalah salah satu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui 

suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. 

        Perencanaan  penggunaan dana BOS, kepala sekolah terlebih dahulu 

menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. 

Dalam perencanaan penggunaan dana BOS hal yang paling utama dilakukan 

adalah dengan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Penyusunan RKAS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain asas 

kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik 

dan asas pembebanan. 

        Pelaksanaan  dana BOS mengacu kepada perencanaan yang telah 

ditetapkan. Penggunaan dana  BOS merupakan pelaksanaan dari RKAS dana 

BOS yang sudah disusun, penggunaan dana BOS ini harus mengacu kepada 

RKAS yang sudah dibuat dengan sistematis menyangkut mata anggaran 

maupun besarnya anggaran. Pelaksanaan dana BOS harus mengikuti 

pedoman yang telah disusun oleh pemerintah dengan mengutamakan konsep 
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Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) agar dana BOS dikelola secara 

profesional. Dengan adanya konsep MBS sekolah dituntut secara mandiri 

untuk dapat mengendalikan dan mempertanggungjawabkan laporan 

penggunaan dana BOS.  

        Dalam pengelolaan dana BOS yang belum maksimal digunakan sesuai 

dengan RKAS sehingga  manfaat dana BOS belum tepat pada sasarannya 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Operasional Sekolah, sehingga tidak jarang ditemukan permasalahan dalam 

pengelolaannya, seperti artikel yang saya kutip dibawah ini: 

 “Oknum Kepala SMA Negeri 1 Sidikalang berinisial ALS diperiksa 

Kejaksaan Dairi Sumatera Utara. Pengambilan keterangan masih tahap 

penyelidikan, ditangani oleh Seksi Intelijen. Pemeriksaan dilakukan 

terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) tahun 2016. Sebelum memeriksa ALS, jaksa sudah 

terlebih dahulu memanggil bendahara dana BOS. Langkah berikut, 

penyidik akan memanggil pihak ketiga. Jaksa menaruh curiga menyusul 

pembelian ratusan kilo pupuk dengan ragam jenis. Sementara sekolah 

itu diketahui bersifat pengetahuan umum. Mereka juga heran seputar 

adanya pembelian bibit jagung sampai 20 Kilogram dan belanja benih 

sayur mayur. Pada konfimasi yang dilakukan, ALS mengatakan bahwa 

dia mengelola dana BOS tahun 2016 selama 1 semester. Diakui, ada 

pengeluaran belanja beli bibit jagung sebanyak 20 Kilogram. 

Sesungguhnya pembelian itu hanya 15 Kilogram. Sebab  tidak semua 

pembiayaan sekolah bisa didanai dana BOS. Penanaman dilakukan 

dibelakang kelas hasil panen menjadi kas siswa. Uang itu juga dipakai 

untukbeli bibit sayur mayur untuk ditanam di pot”. (http://dairinews.co 

/2018/03/01/oknum-kepala-sman-1-sidikalang-dipanggil-jaksa-terkait-

dana-bos/) 

        “Hasil pemeriksaan BPK  semester 1 tahun 2015 menyatakan 

terdapat beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana BOS. Secara 

umum permasalahan pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK 

meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, 
penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan 

dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana 

BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang 

menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS belum tepat sesuai  



5 
 

 
 

ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan dana 

BOS. Anggota DPD RI asal Jawa Timur Budiono, mengemukakan 

bahwa permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana BOS  karena 

data yang masih lemah, pengawasan yang kurang efektif, kekurang 

berpihakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah 

swasta sehingga menimbulkan permasalahan penyalahgunaan dana 

BOS untuk membayar gaji guru honorer, dan penerapan sanksi yang 

tegas belum dapat diwujudkan”.(www.Tribunnews.com/.../dpd-ri-soroti-

temuan-bpk-terkait-pengelolaaan-dana -bos). 

        Masalah lain yang sering terjadi terkait pengelolaan dana BOS yaitu, 

ketidakefektifan perencanaan dan pelaksanaan Dana BOS,  penyaluran dana 

BOS yang tidak tepat pada waktunya sehingga  sering mengalami kendala 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah, penggunaan dana BOS yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Partisipasi dan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan dana BOS di sekolah yang kurang. 

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk yang tidak dapat dipisahkan dari 

partisipasi masyarakat yaitu komite sekolah dan wali murid. Akuntabilitas 

merupakan  landasan bagi proses pengelolaan Dana BOS yang harus 

mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada komite, 

sehingga perlu adanya laporan pertanggungjawaban Dana BOS. 

        Dengan permasalahan diatas peneliti tertarik meneliti tentang 

pengelolaan dana BOS  di SDN 105271 Serbajadi, Kecamatan Sunggal, 

karena SDN 105271 Serbajadi Kecamatan Sunggal belum pernah diteliti 

sebelumya, maka peneliti akan meneliti SD tersebut  dengan judul “Analisis 

efektivitas perencaaan dan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) dalam meningkatkan nilai akuntabilitas laporan pertanggungjawaban 

dana BOS di SDN 105271 Serbajadi, Kec. Sunggal. 
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B. Identifikasi Masalah 

                Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka 

dapat diidentifikasi masalah yang muncul, yaitu: 

(1) Penyaluran dana BOS yang belum tapat pada waktunya sehingga 

mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan proses belajar 

mengajar. 

(2) Penggunaan dana BOS yang  belum  efektif dan tidak tepat pada 

sasarannya.  

(3) Partisipasi masyarakat yaitu komite sekolah dan orang tua siswa yang 

masih kurang 

 

C.  Batasan Masalah 

        Berdasarkan indentifikasi masalah diatas maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini 

lebih fokus pada permasalahan, juga berfungsi untuk meminimalkan adanya 

penafsiran ganda terhadap penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perencanaan, dan 

pelaksanaan dana BOS dalam meningkatkan nilai akuntabilitas laporan 

pertanggungjawaban dana BOS di SDN105271 Serbajadi, Kecamatan 

sunggal. 

D. Perumusan Masalah 

        Berdasarkan Batasan Masalah diatas maka penulis membuat perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu:  

(1) Bagaimana Efektivitas perencanaan dana  BOS di SDN 105271 

Serbajadi, Kecamatan Sunggal ? 
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(2) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan  dana BOS  di SDN105271 

Serbajadi ? 

(3) Bagaimana partisipasi masyarakat yaitu komite sekolah dan orang tua 

siswa di SDN 105271 Serbajadi, Kecamatan Sunggal ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

           Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

efektifitas perencanaan dan pelaksanaan dana BOS dalam meningkatkan 

nilai akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dana BOS di SDN105271 

Serbajadi, Kecamatan Sunggal. 

2. Manfaat Penelitian 

        Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

(1)   Manfaat bagi penulis, dapat memberikan pemahaman yang lebih 

        mendalam mengenai pelaksanaan dana BOS. 

(2)   Manfaat bagi pemerintah, diharapkan sebagai bahan informasi bagi 

 pemerintah dalam menentukan kebijakan penyaluran dana BOS    

 yang lebih efektif, juga dapat berguna sebagai bahan informasi bagi  

 tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana BOS  

 yang lebih efektif. 

(3)    Manfaat bagi sekolah, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan    

  masukan dalam rangka  penyusunan RKAS  dan  pelaksanaan  dana   

 BOS. 
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(4)    Manfaat bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan    

 acuan dan referensi untuk bahan pertimbangan bagi penelitian  

 selanjutnya yang terkait dengan analisis efektivitas perencanaan, dan  

 pelaksanaan dana BOS dalam meningkatkan nilai akuntabilitas dana  

 BOS, dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam  

 bidang serupa dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga  

 dapat bermanfaat sebagai landasan dalam membuat suatu keputusan  

 tentang pelaksanaan dana BOS. 

 

F.  Keaslian Penelitian 

        Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mellani (2016) yang 

berjudul : “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pada SMA 

Aisyiyah 1 Palembang. Sedangkan penelitian ini berjudul : “Analisis 

Efektivitas Perencanaan dan Pelaksanaan Dana BOS Dalam Meningkatkan 

Nilai Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban di SDN105271 Serbajadi, 

Kec. Sunggal”. 

Perbedaan penelitian terletak pada:  

(1)  Waktu Penelitian: Penelitian terdahulu  dilakukan  pada  tahun  2016  

      sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019., 

(2) Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di teliti di SMA 

      Aisyiyah 1 Palembang, sedangkan penelitian ini dilakukan di 

      SDN105271 Serbajadi, Kec. Sunggal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.   Landasan Teori 

1. Organisasi Sektor Publik 

        Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang dan jasa  

kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain 

yang diatur dengan hukum. Tidak ada definisi secara komprehensif dan 

lengkap yang bisa digunakan untuk sistem pemerintahan. Istilah “sektor 

Publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut 

merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap 

disiplin ilmu (ekonomi, pilitik, hukum dan sosial)  memiliki cara dan 

definisi yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2009) “dari sudut 

pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu 

entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan 

barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak 

publik”. 

        Menurut Nordiawan (2009) sektor publik merupakan “sebuah entitas 

ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri”. Disebut sebagai entitas 

ekonomi karena memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Sektor 

publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi 

berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial 
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yang mencari laba, sumber daya ekonomi sektor publik dikelola tidak 

untuk mencari tujuan mencari laba (nirlaba). Menurut Nordiawan (2009) 

Yang termasuk dalam organisasi sektor publik adalah lembaga 

keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit dan sekolah. 

        Menurut Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003, “Sekolah 

merupakan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba, yang dikelola 

berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen 

berbasis sekolah”. Pengelolaan keuangan pendidikan  merupakan salah 

satu substansi pengelolaan sekolah yang turut menentukan berjalannya 

kegiatan pendidikan disekolah.  Pengelolaan keuangan sekolah 

merupakan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai 

dari perencanaan. Pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan 

pertanggungjawaban. 

        Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi, kemudian disalurkan 

oleh Pemerintah Provinsi dari RKUD langsung ke masing-masing Satuan 

Pendidikan melalui mekanisme hibah. Berikut tahap penyaluran Dana 

BOS Tahun 2017, yaitu : 
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Transfer dana BOS per-provinsi  sesuai PMK No 

50/PMK.07/2017(tentang pengelolaan transfer 

ke daerah dan dana desa) 

 

Transfer ke rekening SATDIKNAS sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang ditetapkan Kemenkeu 

(PMK No 50/PMK.07/2017) dan Kemendagri (SE 

Mendagri No 910/106/SJ) dengan mekanisme 

HIBAH (paling lama 7 hari setelah BOS di terima 

di KUD 

Gambar 2.1. Penyaluran dana BOS Tahun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Surat edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri No 

910/106/SJ) 

 

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  

 

a. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)  

        Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 yang menyatakan BOS adalah 

Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi 

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 

Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang 

Rekening Kas Umum 

Negara (RKUN) 

Rekening  Kas Umum 

Daerah (RKUD) Provinsi 

Rekening Satuan 

Pendidikan Dasar 

Swasta Negeri 
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diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 

(satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar 

satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara 

teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. 

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

        Menurut Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tujuan BOS 

SD/SDLB/SMP/SMPLB yaitu untuk: 

(1) Membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil 

sekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil 

yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS. 

(2) Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta 

didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pememrintah Daerah; 

(3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik 

SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; 

dan/atau; 

(4) Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua walinya 

tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. 

 

c. Sasaran Dana BOS  

              Dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

BOS menyatakan bahwa  Program Pendidikan yang diselenggarakan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang telah 

terdata dalam dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 
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          Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 

dapat menolak  BOS yang telah dialokasikan setelah memperoleh 

persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan 

tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orang 

tua/walinya  tidak mampu di sekolah yang bersangkutan. 

 

d. Satuan Biaya BOS 

        Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS, BOS yang telah 

diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada 

sekolah yang bersangkutan. 

Satuan biaya BOS untuk: 

(1) SD/SDLB                  :  Rp   800.000,-/peserta didik/tahun 

(2) SMP/SMPLB             :  Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun 

(3) SMA/K SMALB,       :  Rp 1.400.000,-./peserta didik /tahun  

e. Waktu Penyaluran dana BOS 

        Penyaluran dana BOS dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), yaitu 

Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. 

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga 

proses pengambilan yang mahal, maka atas usulan Pemerintah 

Daerah dan Persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 bulan (semester), yaitu 

Januari-Juni dan Juli-Desember. 
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3. Efektivitas 

        Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang  menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu 

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.  

Menurut Bungkaes (2013:45) 

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian 

efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, 

kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Dalam pengertian teoritis dan praktis, tidak ada   

persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan 

pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata 

dasar efektif yang artinya: (1). Ada efeknya (pengaruhnya, 

akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab; (2). Penggunaan 

metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga 

berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). 

 Menurut Ravianto dalam masruri(2014:11) 

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh 

mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang 

diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun 

mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

Menurut Gibson et.al dalam Bungkaes (2013;46) 

Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan 

prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi 

mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin 

lebih efektif dalam menilai mereka. 

         Berdasarkan  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Efektivitas adalah tercapainya sebuah tujuan oleh organisasi/individu 

yang dilakukan dengan cara yang baik dengan hasil yang baik. 

4. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

        Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan 

atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang 

akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang 
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dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaan 

yang telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.Menurut 

Hamid Al-Jufri (2011) perencanaan adalah “proses penyusunan gambaran 

kegiatan dimasa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau 

tujuan yang telah ditetapkan”. Menurut Husaini Usman (2013) 

“Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan 

pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan”. Menurut 

Mulyono (2010) perencanaan dalam manajemen keuangan adalah 

“kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan 

pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah”. 

        Dalam Dirjen Diknas Kemendiknas RI dan Dirjen Pendis Kemenag 

RI, 2011;149Rencana Kegiatan dan Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) 

adalah “rencana biaya dan pendanaan program kegiatan sekolah secara 

rinci untuk satu tahun anggaran baik bersifat strategis maupun rutin. 

RKAS ini merupakan format yang digunakan untuk penyusunan dana 

BOS, baik bantuan dari BOS Pusat, BOS Provinsi, BOS Kabupaten dan 

lain-lain”. Adapun pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS dalam 

bentuk uang yang diterima dan dikelola oleh sekolah.    

        Dalam perencanaan manajemen keuangan yaitu mulai dari 

penerimaan sampai pelaporan yang tersusun secara tertib, untuk 

dirancang anggaran dengan menganalisa kebutuhan sesuai data yang 

akurat. Perencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup dua 

kegiatan, yaitu: penyusunan anggaran keuangan sekolah,dan 

pengembangan Rencana Kegiatan Anggaran  Sekolah (RKAS).  
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5. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah  

        Pelaksanaan suatu program pada dasarnya ditentukan dari suatu 

komponen-komponen dalam sistem kerja yang baik dimana didalamnya 

disusun suatu organisasi dan personalia (tenaga ahli) untuk melaksanakan 

tanggung jawab masing-masing. 

a. Pengelolaan Dana BOS 

        BOS dikelola oleh pihak sekolah dengan menerapkan 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan 

dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, Penggunaan 

BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan 

tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. 

Pengelolaan BOS mengikutsertakan dewan guru dan komite sekolah. 

Dalam hal pengelolaan MBS, maka sekolah harus mengelola dana 

secara profesional dengan menerapkan prinsip, efektif, akuntabel, 

dan transparan. 

b. Pengalokasian Dana BOS 

        Pengalokasian dana BOS kesekolah berdasarkan pada data 

jumlah siswa yang terdaftar secara ringkas, proses pengalokasian 

dana BOS tersebut dapat disajikan dalam penjelasan dibawah ini: 

(1) Atas dasar jumlah siswa Tim Manajemen BOS pusat 

mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim 

manajemen BOS provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana 

BOS tiap provinsi. 
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(2) Tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi 

dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIVA provinsi. 

(3) Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS 

Kabupaten/kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa 

tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi ditiap 

sekolah. 

(4) Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah 

yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). 

SK penetapan sekolah umum yang menerima dana bOS 

ditandatangani oleh kedinas pendidikan Kabuaten/Kota dan  

dewan pendidikan. 

(5) Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirim SK alokasi 

BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim manajemen 

provinsi dan sekolah penerima BOS, serta tembusan ke bank 

penyalur dana. 

        Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian 

dana BOS ke sekolah berdasarkan pada siswa yang terdaftar. 

c. Penggunaan Dana BOS 

         Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada 

kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, 

Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan diatas harus 

dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan 

ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS 

harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk 
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membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

        Ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP  Menurut 

Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor26 Tahun 2017 adalah, sebagai berikut: 

   Tabel 2.1. Ketentuan Penggunaan BOS pada SD dan SMP 

 

No Peruntukan 

Dana 

Penjelasan 

1 Pengembang

an 

Perpustakaan 

Sekolah wajib membeli   atau    menyediakan 

buku teks pelajaran untuk peserta didik dan 

buku panduan guru sesuai dengan kurikulum 

yang digunakan oleh sekolah. 

2 Penerimaan 

Peserta Didik 

Baru 

Semua jenis pengeluaran dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru yang meliputi: 

penggandaan formulir pendaftaran, administrasi 

pendaftaran, publikasi biaya kegiatan 

pengenalan sekolah, serta konsumsi 

penyelenggaran kegiatan dan transportasi 

3 Kegiatan 

Pembelajaran 

dan 

ekstrakulikul

er 

Biaya unuk membeli/mengganti alat peraga IPA 

yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM, 

Mendukung penyelenggaraan pembelajaran 

aktif kreatif dan menyenangkan pada SD,   

Mendukung penyelenggaraan pembelajaran 

kontekstual pada SMP, pengembangan 

pendidikan karakter, pertumbuhan budi 

pekerti,pembelajaran remedial, olahraga, 

kesenian, pramuka, palang merah, dan 

ekstrakulikuler yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah lainnya 

4 Kegiatan 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Meliputi biaya  kegiatan ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian 

sekolah/nasional (berbasis kertas dan berbasis 

komputer) 

5 Pengelolaan 

Sekolah  

Biaya untuk pembelian alat dan bahan habis 

pakai yang dibutuhkan dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor, 
pemebelian peralatan kebersihan sekolah, 

pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan, 

pembelian minuman dan makanan ringan untuk 

kebutuhan sehari-hari di sekolah bagi guru, 

tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan 
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tamu, Intensif bagi tim penyusun laporan BOS 

dan urusan mengenai BOS lainnya. 

6 Pengambang

an Profesi 

Guru dan 

Tenaga 

Kependidika

n, serta 

Pengembang

an 

Manajemen 

Sekolah 

Biaya untuk kegiatan KKG dan  MKKS, 

menghadiri seminar yang terkait langsung 

dengan peningkatan mutu guru dan tenaga 

kependidikan apabila ditugaskan oleh sekolah, 

Mengadakan Workshop/lokakarya untuk 

peningkatan mutu seperti pemantapan 

penerapan kurikulum, pemantapan kapasitas 

guru dalam rangka penerapan RPP. 

7 Langganan 

Daya dan 

Jasa 

Biaya langganan listrik, air, dan atau telepon, 

pemasangan instalasi baru apabila sudah ada 

jaringan disekolah dan penambahan daya listrik, 

biaya langganan internet. 

8 Pemeliharaan 

dan 

Perawatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Sekolah 

Biaya untuk pengecetan, perbaikan gedung-

gedung yang sudah rusak. 

 

 

9 Pembayaran 

Honor 

Guru honorer(hanya untuk memenuhi SPM), 

tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, 

penjaga sekolah, petugas satpam, petugas 

kebersihan. 

10 Pembelian/P

erawatan 

Alat Multi 

Media 

Pembelajaran 

Membeli komputer untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran yaitu maksimal 5 unit 

pertahun dan perbaikan komputer, membeli 

printer maksimal 1 unit pertahun, membeli 

laptop maksimal 1 unit pertahun dengan harga 

maksimal Rp 10.000.000,-, juga untuk biaya 

perbaikannya, membeli proyektor sekolah 

maksimal 5 unit pertahun dengan harga per unit 

maksimal Rp 7.000.000,- per unit, juga untuk 

biaya perbaikannya. 
                           Sumber: Peraturan   Menteri    Pendidikan    dan    Kebudayaan  Republik  

                                        Indonesia Nomor  26 Tahun  2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS. 

 

        Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia  Nomor 26 Tentang Petunjuk Teknis BOS, dana 

BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk : 

(1) Disimpan dengan maksud dibungakan; 
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(2) Dipinjamkan kepada pihak lain; 

(3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan 

BOS atau software sejenisnya; 

(4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 

memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi 

(karya wisata), dan sejenisnya; 

(5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD 

kecamatan/ kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat, atau pihak 

lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta 

didik/ pendidik/ tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan 

tersebut; 

(6) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru; 

(7) Membayar sewa ruang akomodasi kegiatan antara lain sewa 

hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; 

(8) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik 

untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); 

(9) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; 

(10) Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB 

yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat; 

(11) Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang 

tidak mendukung proses pembelajaran; 

(12) Menanamkan saham; 

(13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah secara penuh wajar; 



21 
 

 
 

(14) Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan 

operasional sekolah, antara lain membiayai iuran dalam 

rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan 

upacara/acara keagamaan; 

(15) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti 

pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program 

BOS/Perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga 

diluar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota dan/atau 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

6. Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 

a.  Pembukuan 

        Dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus menyusun 

pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan 

pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola 

keuangan. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus 

disusun oleh sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis BOS 

adalah sebagai berikut: 

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah  

               RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah, komite 

sekolah, dan ketua yayasan (khusus untuk sekolah yang 

diselenggarakan masyarakat), dan dibuat 1(satu) kali dalam 1 

(satu) tahun pada awal Tahun Pelajaran, tetapi perlu dilakukan 
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revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah dapat 

membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester. 

               RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana 

secara rinci, yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap 

sumber dana yang diterima sekolah. 

2) Buku Kas Umum (BKU) 

        Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening 

bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU 

meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan 

dengan pihak ketiga: 

(1) Kolom penerimaan memuat penerimaan dari penyalur 

dana BOS atau dari sumber dana lain, penerimaan dari   

pemungutan pajak, penerimaan jasa giro dari bank; 

(2) Kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk 

pembelian barang dan jasa, administrasi bank, pajak atas 

hasil dari jasa giro, dan setoran pajak. 

         BKU harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi 

tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu 

minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam buku kas 

umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku 

pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. 

Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh bendahara dan 

kepala sekolah. 
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3) Buku Pembantu Kas  

           Buku pembantu kas harus mencatat tiap transaksi tunai dan 

ditandatangani oleh kepala sekolah 

4) Buku Pembantu Bank 

        Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik 

cek, giro, maupun tunai) dan ditandatangani oleh bendahara dan 

kepala sekolah. 

5) Buku Pembantu Pajak  

        Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi 

yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan 

penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. 

6) Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas 

        Setiap akhir bulan BKU ditutup dan ditandatangani oleh 

kepala sekolah dan bendahara. Sebelum penutupan BKU, 

kepala sekolah melakukan opname kas dengan menghitung 

jumlah kas baik yang ada disekolah (kas tunai) maupun kas 

yang ada dibank (buku tabungan sekolah). Hasil dari opname 

kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada 

bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus 

dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan 

opname kas, maka kepala sekolah dan bendahara 

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas. 

7) Bukti Pengeluaran  

(1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti  
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kuitansi yang sah. 

(2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus 

dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan  

peraturan perundang-undangan mengenai bea materai. 

(3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci 

sesuai dengan peruntukannya. 

(4) Uraian tentang jenis/jasa yang dibayar dapat dipisah 

dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi. 

(5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah 

dan dibayar lunas oleh bendahara. 

(6) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh 

bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan. 

b. Pelaporan 

1) Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana 

        Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber 

dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan 

ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh bendahara, 

kepala sekolah, dan komite sekolah.  

        Laporan ini harus dilengkapi dengan surat peryataan 

tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima 

telah digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah 

disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek 

pemeriksaan. 
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        Dokumen ini harus disimpan disekolah dan diperlihatkan 

kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota 

(Pendidikan Dasar) atau tim BOS Provinsi (Pendidikan 

Menengah dan Pendidikan Khusus), dan pemeriksa lainnya 

apabila diperlukan. 

2) Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS 

        Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS 

berdasarkan standar pengembangan seolah dan komponen 

pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan 

merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber 

dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa 

BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS 

tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah 

dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada 

pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan 

dan ditandatangani oleh bendahara, kepala sekolah, dan komite 

sekolah, disimpan disekolah dan diperlihatkan kepada 

pengawas sekolah, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan. 

3)   Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 

        Dokumen ini harus disimpan disekolah dan diperlihatkan 

kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota 

(Pendidikan Dasar) atau tim BOS provinsi (pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya 

apabila diperlukan. 
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Dokumen laporan ini terdiri atas: 

(1) Lembar pencatatan pengaduan masyarakat 

(2) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran. 

 

 

4)   Laporan Aset 

        Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, 

setiap sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah yang menerima BOS wajib melaporkan 

seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian 

barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian 

barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang 

dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari 

BOS yang diterima pada tahun berkenaan. Mekanisme 

pelaporan belanja dari BOS dan penerimaan barang aset kepada 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari 

Kementerian Dalam Negeri. 

5)   Laporan ke Dinas Pendidikan 

        Selain laporan yang disimpan disekolah sebagai bahan 

pemeriksaan dan audit, Tim BOS juga harus menyampaikan 

dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota 

(pendidikan dasar) atau Tim BOS provinsi (pendidikan 

menengah dan pendidikan khusus). Dokumen laporan yang 

harus disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari 

laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap triwulan. Kompilasi 

laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 januari tahun 
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berikutnya. Selain laporan diatas sekolah yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus 

menyampaikan laporan hasil belanja dari BOS dan penerimaan 

barang aset pemerintah daerah dengan tata cara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dari Kementerian 

Dalam Negeri. 

6) Laporan Online ke Laman BOS 

        Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan 

ke dinas pendidikan, Tim BOS Sekolah harus menyampaikan 

laporan penggunaan dana secara online ke laman BOS 

http://bos.kemdikbud.go.id. Informasi penggunaan dana yang 

disampaikan sebagai laporan online merupakan informasi yang 

didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap 

triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap 

triwulan pada awal triwulan berikutnya. 

B. Penelitian Sebelumnya 

       Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

       Tabel 2.2. Daftar Penelitian Sebelumnya 

No Nama/ 

Tahun 

Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Ismi 

Solikhatun 

(2016) 

Analisis 

Pengelolaan 

Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah 

(BOS)Studi 

Kasus Pada 
SMK Negeri 

1 Yogyakarta 

Deskriptif  1.Pengelolaan BOS di SMK 

N 1 Yogyakarta dilaksanakan 

dengan baik karena  

memiliki nilai 

kecenderungan baik sebesar 

70%. Prinsip transparan 

dilaksanakan dengan cukup 

baik karena memiliki nilai 
kecenderungan cukup baik 

sebesar 78% dan sekolah 

http://bos.kemdikbud.go.id/
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telah menyebarluaskan 

informasi dalam rapat dewan 

guru dengan komite/ orang 

tua siswa pada awal tahun 

ajaran. Prinsip akuntabel 

dilaksanakan dengan baik 

karena memiliki 

kecenderungan baik sebesar 

96%. Prinsip demokratis 

dilaksanakan dengan baik 

karena memiliki 

kecenderungan baik sebesar 

74%. Prinsip efektif dan 

efektivitas dilaksanakan 

dengan baik karena memiliki 

nilai kecenderungan baik 

sebesar 63%. Prinsip tertib 

administrasi dan pelaporan 

dilaksanakan dengan baik 

karena memiliki nilai 

kecenderungan baik sebesar 

100% dan sekolah telah 

melakukan pelaporan baik 

laporan keseluruhan maupun 

laporan ringkas. Prinsip 

saling percaya dilaksanakan 

dengan baik karena memiliki 

nilai kecenderungan baik 

sebesar 89%. 

2 Mellani 

(2016) 

Analisis 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah 

Dalam 

Rangka 

Penyajian 

Laporan 

Pertanggungj

awaban Pada 

SMA 
Aisyiyah 1 

Palembang 

Deskriptif 

 

Pengelolaan dana BOS pada 

SMA Aisyiyah 1 Palembang 

kurang efektif karena belum 

sesuai dengan petunjuk 

teknis dan petunjuk 

pelaksanaan PKS-BBM, hal 

ini disebabkan karena 

pengelolaan dana BOS yang 

seharusnya dikelola oleh 

kepala sekolah dan juga pada 

alokasi biaya penggunaan 

dana BOS terdapat biaya 

lain-lain yang tidak 

dijelaskan. 

3 Hani 

Fitria 

(2014) 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Program 

Bantuan 

Operasional 

Deskriptif  Pengelolaan Program 

Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) 

menunjukkan hasil yang 

efektif. Hal ini menunjukkan 
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Sekolah 

(BOS) (Studi 

pada SMK 

PGRI 

Pandaan 

dengan hasil hasil 

presentasinya sebesar 71%. 

4 Nadira 

Sukma 

Amini 

(2016) 

Analisis 

Pengelolaan 

Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah 

Menengah 

Atas (BOS 

SMA Negeri 

Jumapolo 

Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun 2013-

2014) 

Deskriptif Perencanaan dana BOS di 

SMA Negeri Jumapolo tahun 

2013 dan 2014 dilaksanakan 

dengan menyusun RKAS 

oleh tim anggaran sekolah 

dengan diketahui oleh komite 

sekolah, guru, karyawan dan 

orang tua siswa.  

Pelaksanaan dana BOS SMA 

Negeri Jumapolo dilakukan 

dengan baik yaitu 

berdasarkan prinsip efektif 

dan efisien. Pelaporan dana 

BOS SMA dilakukan setiap 

semester melalui LPJ BOS 

SMA beserta lampiran. 

Publikasi dilakukan dengan 

memasang ringkasan RKAS 

dipapan pengumuman dan 

memberikan selembaran 

penggunaan dana BOS SMA 

kepada wali kelas. 

5 Zuni Eko 

Pramita 

(2015) 

Evaluasi 

Realisasi 

Anggaran 

Dana 

Bantuan 

Operasional 

Sekolah 

(BOS) di 

SDN 

Mojorejo 2 

Kecamatan 

Wates, 

Kabupaten 

Blitar 

Deskriptif Pengelolaan dan pelaporan 

dana Bantuan Operasional 

Sekolah mojorejo 02 dapat 

dikatakan sudah berjalan 

efektif dan efisien yaitu rata-

rata selama 1 tahun adalah 

sebesar 99,8% dan tingkat 

efisiensi rata-rata sebesar 

25,01% dalam 1 tahun 

anggaran. 

akan tetapi peruntukan dana 

BOS dilapangan dapat 

dikatakan belum maksimal 

yang ditunjukkan dengan 

kurang terpenuhinya fasilitas 

siswa yaitu perpustakaan.  
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C. Kerangka Berpikir 

        Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan 

nasional. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

yang terkait dengan pendidikan yaitu, dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib memberikan layanan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa 

diskriminasi. Serta pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang 

mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas 

termasuk adanya kebijakan sekolah yang gratis dengan adanya program BOS. 

        Program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu 

upaya wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. BOS adalah Program 

Pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada pendidikan dasar dan 

menengah untuk membantu memenuhi biaya non-personalia sekolah. 

Penggunaan dana BOS telah diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan pemerintah setiap  tahunnya. 

Pelaksanaan program BOS secara utuh dan dikelola masing-masing setiap 

sekolah yang melibatkan guru dan komite sekolah. Sekolah diminta untuk 

mengelola program BOS dengan benar secara efektif, efisien, akuntabel dan 

transparan. Oleh karena itu diperlukannya perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan evaluasi. 

        Perencanaan dana BOS yang dimaksud adalah rencana yang disusun 

oleh sekolah dalam menetapkan anggaran dana BOS, yang meliputi tahap 

penyusunan RKAS. Pelaksanaan dana BOS merupakan kegiatan yang 
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dilakukan oleh sekolah dalam hal menerima dana BOS dari pemerintah yang 

dialokasikan untuk seluruh siswa dan memanfaatkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah dibuat.. Pelaporan dana BOS juga harus dilakukan 

dalam bentuk hard file dan softfile yang disebut laporan pertanggungjawaban 

dana BOS untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan pemerintah. Program 

BOS yang dikelola oleh sekolah harus sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis 

BOS. 

        Berasarkan Penjelasan diatas maka peneliti membuat kerangka 

konseptual sebagai berikut: 
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Gambar 2.2. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

        Menurut Sugiyono (2016) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih 

berdasarkan teori. Berdasarkan rumusan masalah dalam kerangka konseptual 

Program Bantuan BOS 

Perencanaan  BOS 

 

 

Laporan Pertanggungjawaban Dana 

BOS 

Pelaksanaan  BOS 

Patisipasi Orang Tua Siswa dan Komite 

Sekolah 

Penyaluran Dana 

Pengambilan Dana 

              RKAS 

Penggunaan Dana 
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diatas dan teori-teori yang penulis kemukakan diatas maka hipotesis dari 

penelitian ini adalah : 

(1) Diduga perencanaan BOS di SDN 105271 Serbajadi, Kecamatan 

Sunggal sudah efektif., 

(2) Diduga pelaksanaan pengelolaan  BOS di SDN 105271 Serbajadi Sudah 

sesuai dengan RKAS., 

(3) Diduga orang tua siswa dan komite sekolah kurang berpartisipasi dalam 

pengelolaan dana BOS SDN 105271 Serbajadi.  

 

 



 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan  pendekatan  penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:147) Pengertian metode 

penelitian deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum dan generalisasi”. Menurut W. Lawrence Neuman 

(2013 :44) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuan utamanya untuk 

menyajikan persoalan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, 

dimana, dan bagaimana.  

        Menurut Lexy J Meleong (2012 : 6) Penelitian Kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud memahami penomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. 

Peneliti  bermaksud untuk mendiskripsikan, menggambarkan, dan 

menguraikan bagaimana efektivitas perencanaan dan pelaksanaan dana BOS 

di SDN 105271 Serbajadi, Kec. Sunggal dalam meningkatkan nilai 

akuntabilitas laporan pertanggungjawaban dana BOS di SDN 105271 

Serbajadi, Kec. Sunggal. 

34 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian ini adalah di SDN105271 Serbajadi yang beralamat 

di Jalan Medan – Binjai KM 16,5 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli 

Serdang. 

2. Waktu Penelitian  

             Waktu Penelitian dimulai dari bulan November sampai dengan   

      selesai. 

             Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian 

No Jenis Kegiatan 2017 2018 2019 

Nov 

    Des 

Mei ags 

 

sept 

 

okt nov 

1 Pengajuan Judul       

2 Penyusunan 

Proposal 

      

3 Seminar Proposal       

4 Perbaikan/Acc 

Proposal 

      

5 Pengolahan Data       

6 Penyusunan Skripsi       

7 Bimbingan Skripsi       

 

C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data 

1. Populasi dan Sampel Penelitian  

        Menurut Sugiyono, (2016:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya”.  
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Menurut sugiyono (2016:297) 

Dalam penelitian kualitatif populasi dan sampling tidak digunakan 

namun lebih terkait dengan place (tempat) actors (pelaku/orang) dan 

actiy (aktivitas) yang berinteraksi secara sinergis dan relevan dengan 

apa yang dikaji atau diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari 

kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden namun sebagai 

narasumber atau partisipan /informan. Sampel dalam penelitian 

kualitatif disebut sebagai sampel teoritis, karena tujuan penelitian 

kualitatif adalah menghasilkan teori. 

        Menurut Sugiyono, (2016:82) pengertian sampel adalah “sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 

Menurut Sugiyono (2016:82) teknik sampling adalah “teknik pengambilan 

sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

yang terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan” 

Menurut sugiyono (2016:299) 

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, 

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang 

dipandang tahu benar tentang situasi sosial tersebut. Penentuan 

sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu. 

        Adapun prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan langsung 

memilih sampel yaitu kepala sekolah, Bendahara, guru dan komite 

sekolah. 

        Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut 

Sugiyono (2016:137) sumber data primer adalah “sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sedangkan sumber 

data sekunder menurut sugiyono (2016:137) adalah “sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Menggunakan 

data sekunder apabila peneliti mengumpulkan informasi dari data yang 



37 
 

 
 

telah diolah dari pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari 

wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan  komite sekolah. 

Sedangkan data skunder diperoleh dari pengolahan dan penyajian yang 

berupa laporan pertanggungjawaban dana BOS dan dokumen profil SDN 

105271 Sebajadi Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.  

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian  

        Menurut Sugiyono (2016:38)  defenisi variabel penelitian adalah 

“segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan yaitu: perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, laporan 

pertanggungjawaban dana BOS. 

2. Defenisi Operasional 

 

        Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1. Efektivitas 

perencanaan 

dana BOS 

Proses perencanaan 

yang disusun untuk 

mencapai tujuan 

dalam pengelolaan 

dana BOS 

(1) Organisasi Pelaksana 

(2) Pendataan Siswa 

(3) Penyusunan RKAS 

 

2. Efektivitas 

Pelaksanaan 

dana BOS 

Proses pelaksanaan 

yang dilakukan 

sekolah untuk 

mencapai tujuan 

dalam pengelolaan 

BOS 

(1) Penyaluran BOS 

(2) Pengambilan BOS 

(3) Penggunaan BOS 

3. Akuntabilitas 

Laporan 

Pertanggungj

awaban BOS 

Pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan 

kegiatan yang 

dibiayai dana BOS 

(1) Laporan Pertanggung 

jawaban dana BOS 

(2) Komite sekolah dan 

      orang tua siswa 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Observasi  

        Menurut Suharsimi  (2010:199) observasi adalah pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemuatan terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indra. Menurut sugiyono (2016:203) observasi sebagai teknik 

pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lain. 

        Observasi dilakukan pada saat kegiatan tersebut berlangsung dan 

dibuat pedoman pada saat ingin melakukan observasi untuk memudahkan 

pengisian observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan 

cara mencatat informasi dari informan untuk mengetahui keadaan umum 

juga gambaran umum tentang perencanaan dan pelaksanaan dana BOS di 

SDN 105271 Serbajadi, Kecamatan Sunggal. 

2.  Dokumentasi 

        Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen. 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya sebagainya (Suharsimi, 2010:274). Data dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
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(a) Data mengenai profil SDN105271 Serbajadi, Kec. Sunggal 

         mencakup visi, misi, jumlah siswa, daftar staf pengelola BOS. 

(b) Data pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang meliputi 

laporan keuangan dana BOS, dan laporan pertanggungjawaban 

(LPJ) penggunaan dana BOS, dan dokumen lainnya yang relevan. 

 

3.  Wawancara  

        Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Menurut sugiyono (2016:203) wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Penulis mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan  seputar 

penelitian kepada informan atau oang yang ahli dibidangnya. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi/data 

secara lengkap tentang pengelolaan dana BOS di SDN 105271 

Serbajadi, untuk memperoleh informasi/data secara lengkap tentang 

pengelolaan dana BOS maka   peneliti akan mewawancarai kepala 

sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. 

C.  Teknik analisis data 

        Teknik analisis data merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara 

sistematis. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam 

sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi) yang bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, 
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penjelasan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian 

data yang akan disajikan berupa kalimat-kalimat.  

        Nasution (1988) dalam Sugiyono (2015:245) menyatakan “analisis telah 

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun 

kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 

dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data”.  

        Untuk melakukan analisis data kualitatif  menurut Miles dan Huberman 

(1992) dalam Sugiyono (2015:246) dilakukan melalui tiga jenis kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Tiga jenis kegiatan utama analisis data merupakan 

proses siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara “sumbu” 

kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik 

diantara kegiatan reduksi, penyajian. Dan penarikan kesimpulan untuk lebih 

memperjelas alur kegiatan analisis data penelitian tersebut, akan dijelaskan 

pada gambar berikut: 

        Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data 

 

 

 

 

 

         Sumber : Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:246) 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Kesimpulan: 

Penarikan/verfikasi 

Penyajian data 
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1.  Reduksi Data 

        Menurut Djunaidi dan Fauzal Alhanshur (2012:308) reduksi data 

merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari lokasi penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. 

        Proses reduksi data dimulai ketika proses pengumpulan data telah 

selesai dilakukan. Data yang telah terkumpul mengenai data pengelolaan 

dana BOS yang berasal dari kepala sekolah, bendahara sekolah, komite 

sekolah, dan guru. Data mentah yang diperoleh kemudian dirangkum 

dan disusun dengan baik 

2. Penyajian Data 

        Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:249) 

mengungkapkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

         Tahap penyajian data yang telah dipilih-pilih diorganisasikan 

dalam kategori tertentu dalam bentuk matriks (display data) agar 

memperoleh gambaran secara utuh. Data mentah tentang pengelolaan 

dana BOS yang telah direduksi dan disusun kemudian disajikan  dalam 

bentuk naratif. Data yang telah disajikan merupakan data yang berasal 

dari kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan guru. Selain 
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data dari wawancara, data yang disajikan juga berasal dari data 

dokumentasi. 

3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

        Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala 

sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, dan guru, untuk 

memperoleh informasi dalam penelitian ini. Kemudian informasi 

disederhanakan dan disajikan dalam bentuk catatan yang terstruktur. 

Begitu juga dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi, 

data-data tersebut disajikan untuk ditarik kesimpulan sementara dan 

kemudian disempurnakan untuk memperoleh kesimpulan akhir. 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan penelitian 

berlangsung.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SDN  105271 Serbajadi Kecamatan Sunggal,  

Kabupaten Deli Serdang. 

 

a. Sejarah Singkat Sekolah SDN 105271 Serbajadi 

        SDN 105271 Serbajadi Kec.Sunggal didirikan pada tahun 1977 

berlokasi dijalan Medan-Binjai Km 16,5 Serbajadi, kecamatan 

Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada 

tanggal 12 Mei 1977 SDN 105271 memperoleh SK Pendirian dan SK 

Izin Operasional. Sekolah ini berdiri diatas tanah seluas 300 m2.        

        Keberadaan sekolah SDN105271 Serbajadi, tidak berbeda jauh 

dengan sekolah dasar lainnya yaitu merupakan bagian dari sistem 

pelayanan pendidikan siswa dan melayani masyarakat umum tanpa 

memandang golongan, suku bangsa, dan agama. SDN 105271 

Serbajadi siap melayani pendidikan siswa yang didukung oleh sarana 

dan prasarana yang memadai serta melayani pendidikan secara gratis 

dengan tenaga pendidik yang profesional. 

        Siswa pertama  yang diterima di SDN 105271 Serbajadi  adalah 

siswa kelas 4 merupakan siswa pindahan dari sekolah Masehi yang 

letak sekolahnya tepat berada di depan  SDN 105271 Serbajadi dimana 

Sekolah Masehi  tersebut sekarang sudah menjadi Gereja yaitu GBKP 

Runggun Serbajadi. Adapun jumlah siswa SDN 105271 Serbajadi pada 

tahun 2017 adalah sebagai berikut.  
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                  Tabel 4.1. Daftar Siswa SDN 105271 Serbajadi Tahun Ajaran  

                                    2017/2018 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

I 12 12 24 

II 12 16 28 

III 11 14 25 

IV 13 13 26 

V 23 8 31 

VI 12 17 29 

Jumlah 75 71 163 

             Sumber: Data Siswa SDN 105271 Serbajadi Tahun 2017/2018 

       Kepala Sekolah  SDN 105271 saat ini adalah Reken M Tondang 

yang mempunyai 10 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan. 

b.   Visi, Misi. dan Tujuan SDN 105271 Serbajadi 

        Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, SDN 105271 

Serbajadi memiliki visi, misi dan tujuan yang harus dilaksanakan. 

Adapun visi, misi dan tujuan SDN 105271 Serbajadi adalah 

sebagai berikut: 

1) Visi Sekolah 

“Unggul dalam prestasi berwawasan global yang dilandasi 

nilai-nilai  kebudayaan”. 

2) Misi Sekolah 

(a) Meningkatkan prestasi belajar siswa; 

(b) Menanamkan disiplin kepada siswa; 

(c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 
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(d) Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa; 

(e) Saling menghormati yang satu dengan yang lain. 

3) Tujuan Sekolah 

(a) Dapat mengamalkan ajaran agama hasil proses  

        pembelajaran dan kegiatan pembiasaan; 

(b) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi  

        sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih 

        tinggi; 

(c) Menjadi sekolah penggerak dilingkungan masyarakat  

        sekitar 

c. Struktur Organisasi SDN 105271 Serbajadi 

        Struktur organisasi dalam situasi instansi sangatlah penting 

keberadaannya karena struktur organisasi memberikan gambaran 

tugas dan gambaran tanggung jawab serta wewenang yang harus 

dilaksanakan dari masing-masing bagian yang ada dalam instansi. 

Struktur organisasi disusun sedemikian rupa dengan pemisahan 

fungsi dan wewenang serta tanggung jawab atas suatu pekerjaan 

yang dibebankan kepada masing-masing bagian. 

        Berikut ini susunan struktur organisasi sekolah SDN 105271 

Serbajadi: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi SDN 105271 Serbajadi Tahun Ajaran 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Sekolah SDN 105271 Serbajadi

Kepala Sekolah 

Reken M Tondang Spd 

Komite Sekolah 

Meri Sri Dewi 

Guru Kelas I 

Siti Fatimah 

Guru Kelas II 

Masa Br Karo 

Guru Kelas III 

Luther Spd 

Guru Kelas IV 

Dra. Meri Sri Dewi 

Guru Kelas V 

E. Sihotang., S.Pd 

Guru Kelas VI 

Sahara., S.Pd 

Guru Agama Kristen 

Tenafaso SEE, S.Pd 

Guru Agama Islam 

Siti Maisaroh S.Pd 

Guru B. Inggris 

Reni Triana Spd 

Guru Penjaskes 

Edison., S.Pd 

Guru Mulok 

Siti Maisaroh 

Guru Kertakes 

Debora Hutabarat 

Siswa 
Masyarakat Sekitar 

Tata Usaha 

Debora Batubara 

Kelompok Jabatan Fungsioal / Guru 
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2. Perencanaan Dana BOS SDN 105271 Serbajadi 

Perencanaan Dana BOS di SD Negeri 105271 Serbajadi dilakukan dengan: 

a. Organisasi Pelaksana  

        Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26 

tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS menyatakan sekolah harus 

membentuk Tim Manajemen BOS yang ditanggungjawapi oleh 

kepala sekolah dan tim anggota yaitu bendahara, dan komite sekolah, 

SDN 105271 Serbajadi merupakan salah satu sekolah yang 

menerima dana BOS. Dana tersebut dikelola dan digunakan untuk 

memenuhi program-program yang diadakan sekolah.  

        Untuk itu sekolah membentuk tim dalam rangka memperlancar 

pelaksanaan BOS di SDN 105271 Serbajadi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara, observasi dan 

bukti dokumen mengenai organisasi pelaksana BOS bahwa dalam 

pengelolaan dana BOS sekolah harus membentuk Tim Manajemen 

BOS, seperti yang telah diungkapkan kepala sekolah, yaitu: 

Dalam pengelolaan dana BOS sekolah terlebih dahulu 

membentuk Tim Manajemen BOS yang dibentuk ketika rapat 

diawal tahun ajaran. Kepala sekolah menunjuk salah satu 

guruuntuk menjadi bendahara, kalau seluruh pihak setuju maka 

guru tersebut menjadi bendahara.Tim Manajemen BOS terdiri 

dari kepala sekolah,  bendahara, dan komite sekolah.  

Begitu juga dengan tanggapan bendahara, yaitu:  

Untuk pengelolaan dana BOS kepala sekolah menunjuk guru 

untuk jadi bendahara, yang terlibat dalam pengelolaan dana 

BOS adalah kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite 

sekolah. Biasanya pengurus BOS dibentuk pada awal tahun 

pelajaran. 
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         Pernyataan diatas di dukung dengan bukti dokumen yaitu surat 

keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan bendahara  dan 

tentang susunan pengurus komite sekolah yang terdaftar dalam 

lampiran. 

b. Proses Pendataan Siswa  

        Proses pendataan pendidikan dasar sesuai yang dijelaskan 

kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

Proses pendataan siswa ini sangat perlu dilakukan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Proses 

pendataan siswa sudah dilakukan oleh sekolah pada awal 

kegiatan yaitu, dengan cara mengadakan formulir data pokok 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian memverifikasi 

kebenaran dan kelengkapan data individu peserta didik. 

 

         Kepala sekolah menunjuk tanaga operator dengan menerbitkan 

surat tugas sebagai penanggung jawab ditingkat sekolah, tenaga 

operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan 

yang telah disiapkan oleh kemendikbud kemudian mengirim ke 

server kemendikbud secara online, pemasukan data harus dilakukan 

di sekolah secara rutin selain itu mem-backup data yang telah di 

entry, formulir yang telah di isi secara manual  oleh 

siswa/pendidik/tenaga pendidikan disimpan disekolah untuk 

keperluan monitoring dan audit, kemudian mengapdute secara 

reguler ketika ada perubahan data, minimal satu kali dalam satu 

semester. 

 

c.  Penyusunan RKAS  

        Proses penyusunan RKAS diawali dengan rapat yang diikuti  

oleh kepala sekolah, bendahara, guru-guru dan komite sekolah 
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dengan menentukan kebutuhan sekolah secara umum dan 

merencanakan program-program kegiatan. Seperti yang 

disampaikan oleh kepala sekolah pada saat wawancara , adalah 

sebagai berikut: “dalam penyusunan RKAS  disusun  oleh kepala 

sekolah, bendahara , dewan guru, komite sekolah”. RKAS disusun 

pada awal tahun”. Informasi yang sama juga dapat diperoleh dari 

bendahara yang menjawab: “RKAS dibuat pada awal tahun 

pelajaran yang disusun oleh kepala sekolah, bendahara, guru-guru, 

dan komite sekolah”. 

        Berkenaan dengan pertanyaan komponen dalam  

pengelompokan sumber dana apa saja  yang terdapat dalam 

penyusunan RKAS, didapat jawaban dari bendahara, yaitu: “untuk 

pembelian buku-buku, untuk membiayai keperluan ujian seperti 

biaya untuk kertas ujian, dan  untuk memenuhi segala keperluan 

sekolah”.Begitu juga dengan jawaban kepala sekolah terkait 

pertanyaan pengelompokan sumber dana  yang terdapat dalam 

penyusunan RKAS, yaitu : 

Pengelompokan yang terdapat dalam penyusunan RKAS 

terdiri dari delapan kegiatan yaitu, peningkatan mutu, standar 

isi, standar proses, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana 

dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 

penilaian. 

 

3. Pelaksanaan Dana  BOS di SDN 105271 Serbajadi  

       Dalam pelaksanaan dana BOS SDN 105271 Serbajadi terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: 

a. Penyaluran Dana BOS 

        Dana BOS disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara 

(RKUN)  ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap triwulan  
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pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK), Bendahara Umum Daerah (BUD) harus 

menyalurkan dana BOS secara langsung ke rekening sekolah 

menggunakan mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Dalam Negeri.  SDN 105271 Serbajadi mempunyai 

siswa sebanyak 163 siswa, dengan memperoleh Rp800.000,- 

persiswa sesuai dengan praturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dana BOS, 

sehingga proporsi penyaluran dana BOS tiap triwulan ke rekening  

SDN 105271 Serbajadi diatur dengan ketentuan persentase sebagai 

berikut: 

(1) Triwulan I   :  20% X   Rp130.400.000,-   =  Rp26.080.000,- 

(2) Triwulan II  : 40%  X   Rp 130.400.000,-  = Rp52.160.000,- 

(3) TriwulanIII  : 20%  X   Rp130.4000.000,- = Rp26.080.000,- 

(4) Triwulan IV : 20%  X  Rp130.400/000,-   =  Rp26.160.000,- 

        Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah penyaluran 

dana BOS di SDN 105271 Serbajadi sering mengalami 

keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan 

pertama periode triwulan berjalan. Dari informasi kepala sekolah 

dana cair lebih sering pada bulan kedua atau ketiga, bahkan pada 

triwulan berikutnya. Berdasarkan bukti dokumen buku kas umum 

BOS (triwulan III) menunjukkan bahwa tanggal penerimaan BOS 

terjadi pada triwulan ke-IV yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017.  
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        Untuk menutupi kebutuhan selama dana belum diterima 

biasanya memakai uang kas sekolah atau memakai dana pribadi 

kepala sekolah juga seperti yang diutarakan oleh kepala sekolah 

adalah sebagai berikut :  

sekolah SDN 105271 Serbajadi sering mengalami 

keterlambatan dalam penyaluran dana BOS, sehingga sering 

mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan proses belajar 

mengajar terlebih dalam pembayaran gaji honorer, untuk 

mengantisipasi bila terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS 

maka sekolah memakai uang kas, terkadang memakai dana 

pribadi kepala sekolah bila tidak mencukupi pihak sekolah 

terpaksa berhutang kepihak ketiga/pihak toko. 

 

 

b. Pengambilan Dana BOS 

        Ketika dana BOS masuk ke rekening sekolah, sekolah bisa 

mengambil  dan menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan 

sekolah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKAS yang disusun. 

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara dengan diketahui 

oleh kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

menyisakan saldo minimum dengan peraturan yang berlaku. 

        Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah dalam 

pengambilan dana BOS di Bank terdapat informasi bahwa:  

Pengambilan dana BOS dilakukan disaat ada kebutuhan dari 

sekolah, pengambilan dana BOS selalu dilakukan oleh  

bendahara BOS atas persetujuan kepala sekolah dan dana BOS 

diterima oleh sekolah secara utuh tanpa potongan biaya 

apapun. 

        Setelah dikonfirmasi dari bendahara BOS diperoleh informasi 

sebagai berikut:  

Tugas mengambil dana BOS dilakukan oleh bendahara atas ijin 
kepala sekolah, dana BOS diambil saat diperlukan, misalnya 
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untuk pembelian kapur, buku, dan keperluan-keperluan sekolah 

lainnya. 

 

        Berdasarkan bukti dokumen tentang penerimaan dana BOS 

didapat bahwa tidak ada pungutan yang dilakukan oleh pihak 

manapun karena dana BOS yang diterima sekolah sudah sesuai 

dengan jumlah yang ada. 

 

c. Penggunaan Dana BOS 

        Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan hasil rapat yang 

tersusun dalam rencana anggaran kegiatan sekolah. Dalam 

penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru, dan komite 

sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah 

mengenai penggunaan dana BOS diperoleh informasi bahwa: “Dana 

BOS digunakan berdasarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan 

petunjuk teknis dana BOS” . hal ini diperkuat dengan informasi dari 

bendahara sekolah yaitu: 

Dana BOS yang diterima sekolah digunakan untuk kepentingan 

sekolah seperti biaya untuk pengembangan perpustakaan, 

penerimaan siswa baru, kegiatan ekstra kurikuler,kegiatan 

ulangan dan ujian, pembelian ATK. 

 

        Dalam Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI NO 

26 Tahun 2017 tentang   Petunjuk Teknis BOS,  ketentuan 

penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan 

untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

(1) Pengembangan perpustakaan., 

(2) Penerimaan peserta didik baru., 
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(3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler., 

(4) Kegiatan evaluasi pembelajaran., 

(5)  Pembiayaan pengelolaan sekolah., 

(6) Pengembangan  profesi guru dan tenaga kependidikan serta 

pengembangan manajemen sekolah., 

(7) Langgaman daya dan jasa., 

(8) Pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana sekolah., 

(9) Pembayaran honorer, pembeliaan perawatan alat multimedia., 

pembelajaran., 

(10) Biaya lainnya. 

d.   Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SDN 105271 Serbajadi 

        Dalam pengelolaan dana BOS sekolah harus menyusun 

pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan 

pendidikan dan ketentuan perundang-undangan tentang penatausahaan 

dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara yang 

menyatakan bahwa: “proses pembukuan harus dilengkapi dengan bukti 

transaksi, karena nanti akan dimasukkan dalam Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ).  Pembukuan keuangan maupun laporan 

SPJ BOS sudah baik dilakukan setiap triwulannya”.   

       Adapun pembukuan  yang harus  disusun oleh sekolah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 

Tahun 2017 Tentang Petunjuk  Teknis BOS adalah sebagai berikut. 

1) RKAS      

2) Buku Kas Umum 
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3) Buku Pembantu Kas 

4) Buku Pembantu Bank  

5) Buku Pembantu Pajak 

6) Opname Kas dan Berita acara pemeriksaan Kas 

7) Bukti Pengeluaran           

4. Partisipasi Masyarakat Yaitu Orangtua Siswa dan Komite Sekolah di 

SDN 105271 Serbajadi  

        Dalam mengelola dana BOS sekolah harus menyusun laporan 

pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Peneliti telah 

menelaah laporan pertanggungjawaban  dana BOS  SDN 105271 Serbajadi 

yang mana SDN 105271 Serbajadi telah membuat laporan 

pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 yaitu  dengan  membuat pembukuan 

yang terdiri dari, RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku 

pembantu bank,  buku pajak, opname kas dan berita acara   pemeriksaan 

kas, serta bukti pengeluaran. 

        Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah dan 

orang tua siswa tanggungjawab sekolah dalam pelaksanaan dana BOS 

dinilai sudah baik, karena dalam  pengelolaan dana BOS salah 1(satu) dari 

orang tua siswa yang telah ditunjuk kepala sekolah dan komite sekolah 

berpartisipasi dalam hal control, pengawasan,  dan memberi masukan 

dalam hal pelaksanaan BOS. Pertanggungjawaban dana BOS telah 

disampaikan kepada orang tua siswa setiap akhir tahun pelajaran atau awal 

tahun pelajaran berikutnya dan selama ini tidak ada pengaduan dari 

masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan olehorang tua B yaitu: 
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Dalam pengelolaan dana BOS salah satu  orang tua siswa yang telah 

ditunjuk oleh kepala sekolah dan komite sekolah ikut serta dengan 

fungsi mengontrol, mengawasi, dan memberi masukan kepada 

penanggungjawab BOS sekolah, dan sekolah telah menyampaikan 

pertanggungjawaban BOS secara terbuka kepada orang tua siswa  

dengan mengadakan rapat, yang dilakukan setiap akhir tahun atau 

awal tahun pelajaran berikutnya. 

Hal yang sama di ungkapkan oleh komite sekolah yaitu: 

Terkait dengan pengelolaan dana BOS, pihak sekolah selalu 

meminta persetujuan komite sekolah serta sekolah selalu 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan komite sekolah 

dan orang tua siswa dengan melaksanakan rapat pada setiap akhir 

tahun atau awal tahun pelajaran, selaku komite sekolah saya tidak 

ada masalah sampai saat ini. 

         Pernyataan ini didukung dengan bukti dokumen RKAS terlihat 

adanya tanda tangan ketua komite sekolah sebagai bentuk persetujuan 

komite atas penggunaan dana BOS SDN 105271 Serbajadi. Kepala 

sekolah juga telah menyampaikan hal yang sama, sebagaimana yang telah 

diungkapkan pada wawancara yaitu:  

sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah maka kami telah 

menyampaikan kepada orang tua siswa, dan komite sekolah tentang 

pertanggungjawaban dana BOS dengan mengadakan rapat pada 

akhir tahun atau awal tahun berikutnya,  dalam hal pengelolaan 

dana BOS  salah satu orang tua siswa ikut serta yang telah dipilih 

kepala sekolah dan komite sekolah dimana berperan dalam hal 

mengawasi dan memberi masukan kepada penanggungjawab BOS, 

dan kami telah meminta persetujuan ketua komite sekolah dalam 

penyusunan RKAS maupun penggunaan BOS. 

 

B. Pembahasan 

1. Analisis Efektivitas Perencanaan Dana BOS SDN 105271 Serbajadi  

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perencanaan dana BOS SDN 

105271 Serbajadi dimana dalam hal penyusunan organisasi pelaksana 

BOS  sekolah telah menyusun tim manajemen BOS yang terdiri dari 
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kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Adapun susunan tim 

manajemen BOS SDN 105271 Serbajadi adalah sebagai berikut. 

             Tabel 4.2. Susunan Tim Manajemen BOS SDN 105271 

No Nama Jabatan 

1 Reken M. Tondang, S,Pd Kepala Sekolah 

2 Ernaman Sitohang, S,Pd Bendahara   

3 Dra. Meri Sri Dewi Komite Sekolah 

 Sumber: SK Kepala sekolah tentang Tim Manajemen BOS Tahun 

                Ajaran 2017/2018. 

 

         Dalam tahapan pendataan siswa sekolah menggandakan formulir 

data individu peserta didik sesuai dengan kebutuhan, dan melakukan 

sosialisasi ke seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan 

tentang tata cara pengisian formulir pendataan, serta melakukan pengisian 

formulir secara manual oleh individu yang bersangkutan dan 

mengumpulkan formulir yang telah diisi, kemudian memverifikasi 

kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data individu peserta didik, guru, 

dan tenaga kependidikan, lalu sekolah memasukkan data kedalam 

aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh kementerian pendidikan dan 

kebudayaan  kemudian mengirim ke server kementerian pendidikan dan 

kebudayaan secara online. 

        Dalam tahapan  penyusunan RKAS SDN 105271 Serbajadi  dimana 

sekolah telah menyusun RKAS yang disusun oleh Tim Manajemen BOS. 

Dalam penentuan anggaran di SDN 105271 Serbajadi terkait dalam 

pengelompokan dana berdasarkan pada program sekolah / rencana 

kegiatan sekolah yang telah disusun selama satu tahun yaitu: 
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             Tabel 4.3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN   

                              105271 Serbajadi Tahun Pelajaran 2017/2018 

   No Program Sekolah Rencana 

(Rp) 

1. Pengembangan Kompetensi Lulusan  15.541.200,- 

2. Pengembangan Standar Isi 15.012.100,- 

3. Pengembangan Standar Proses 64.201.200,- 

4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan  

23.600.000,- 

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah  2.796.000,- 

6. Pengembangan Pengelolaan   5.450.200,- 

7. Pengembangan Pembiayaan          - 

8. Pengembangan Penilaian 41.071.600,- 

    Jumlah 130.400.000,- 

   Sumber: Laporan Pertanggungjawaban SDN 105271 Serbajadi   

                   Tahun Ajaran 2017/2018 

 

 

2.  Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS SDN 105271 Serbajadi     

Sesuai Dengan RKAS 

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pengelolaan  

dana BOS SDN 105271 Serbajadi menunjukkan bahwa pada tahap 

penyaluran dana BOS SDN 105271 Serbajadi sering mengalami 

keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan yaitu pada bulan pertama 

periode triwulan berjalan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

kepala sekolah, yaitu: 

sekolah SDN 105271 Serbajadi sering mengalami keterlambatan, 

sehingga sering mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan 

proses belajar mengajar terlebih dalam pembayaran gaji honorer, 

untuk mengantisipasi bila terjadi keterlambatan penyaluran dana  
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BOS maka sekolah memakai uang kas, terkadang memakai dana 

pribadi kepala sekolah bila tidak mencukupi pihak sekolah terpaksa 

berhutang kepihak ketiga/pihak toko. 

        Hal tersebut diperkuat dengan bukti dokumen yang terdapat pada 

Laporan Pertanggungjawaban triwulan III SDN 105271 menunjukkan 

pada Buku Kas Umum dan Buku pembantu Bank penerimaan uang terjadi 

pada tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp 25.920.000,- , sedangkan 

penyaluran dana BOS  untuk triwulan III itu seharusnya pada bulan Juli. 

Pada tahap pengambilan dana BOS SDN 105271 Serbajadi hasil 

penelitian menunjukkan sudah efektif karena pengambilan dana BOS 

SDN 105271 Serbajadi dilakukan oleh bendahara atas persetujuan 

kepala sekolah. Yang bagaimana yang telah diungkapkan oleh kepala 

sekolah dibawah ini: Pengambilan dana BOS dilakukan disaat ada 

kebutuhan dari sekolah, pengambilan dana BOS selalu dilakukan 

oleh  Bendahara BOS atas persetujuan kepala sekolah dan dana BOS 

diterima oleh sekolah secara utuh tanpa potongan biaya apapun. 

         Setelah dikonfirmasi dari bendahara BOS diperoleh informasi 

sebagai berikut:  

Tugas mengambil dana BOS dilakukan oleh bendahara atas ijin 

kepala sekolah, dana BOS diambil saat diperlukan, misalnya untuk 

pembelian kapur, buku, dan keperluan-keperluan sekolah lainnya. 

 

        Berikut komponen kegiatan Penggunaan dana BOS  SDN 105271 

Serbajadi:   
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Tabel 4.4. Komponen Kegiatan Penggunaan Dana SDN 105271 Serbajadi Tahun Ajaran 2017/2018 

No Uraian Triwulan I 

(Rp) 

Triwulan II 

(Rp) 

Triwulan III 

(Rp) 

Triwulan IV 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Pengembangan perpustakaan  15.247.380,-   15.247.380,- 

2 Kegiatan penerimaan siswa baru   1.260.000,-  1.260.000,- 

3 Kegiatan Pembelajaran & ekstrakulikuler      740.000,- 5.465.000,- 3.800.000,-  3.800.000,- 13.805.000,- 

4 Kegiatan evaluasi pembelajaran   4.272.700,-   8.998.240,-  3.100.000,-  3.253.100,- 19.624.040,- 

5 Pembiayaan pengelolaan sekolah   5.922.300,-  6.850.000,-  3.493.000,-  4.756.900,- 21.022.200,- 

6 Pengelolaan profesi guru & tenaga kependidikan 

serta pengembangan manajemen sekolah 

  1.000.000,-  1.900.000,- 1.500.000,-  900.000,- 5.300.000,- 

7 Langganan daya dan jasa   1.210.000,-  1.210.000,- 1.210.000,-  1.210.000,- 4.840.000,- 

8 Pemeliharaan perawatan sarana & prasarana 

sekolah 

  1.250.000,-  4.320.000,-  3.857.000,-  9.427.000,- 

9 Pembayaran honor   7.200.000,-   7.200.000,- 7.200.000,- 7.200.000,- 28.800.000,- 

10 Pembelian perawatan alat multimedia 

Pembelajaran 

 3.985.000,-    3.985.000,- 

11 Biaya lainnya 500.000,- 489.380,- 500.000,-     1.489.380,-      

 Jumlah 26.080.000,- 51.680.000,- 25.920.000,-  21.120.000,- 124.800.000,- 

Sumber: Laporan Pertenggungjawaban SDN 105271 Serbajadi Tahun Ajaran 2017/2018 
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        Dalam penggunaan dana BOS SDN 105271 Serbajadi sekolah telah 

menggunakan dengan baik sesuai dengan ketentuan penggunaan dana 

BOS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 26 tahun 2017 yang terdiri dari 10 kegiatan hal ini terlihat pada 

tabel 4.4. akan tetapi dalam pembayaran tenaga honorer tidak sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 26 Tahun 2017 

Tentang Petunjuk Teknis BOS menyatakan bahwa batas maksimum 

pembayaran penggunaan untuk membayar honor bulanan guru/tenaga 

kependidikan dan non kependidikan tenaga honorer di sekolah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebesar 15% (lima belas persen)  

dari BOS yang diterima atau sebesar Rp 19.560.000,- tetapi pembiayaan 

dana untuk penggunaan honorer di SDN 105271 Serbajadi adalah 22.1% 

atau sebesar Rp 28.800.000,- . Dana BOS yang diterima oleh SDN 105271 

Serbajadi sebesar Rp130.400.000,- dan realisasi penggunaan dana BOS 

sebesar Rp124.800.000,- sisa dana BOS yang belum habis digunakan 

sebesar Rp5.600.000,-. Sisa dana BOS yang belum habis digunakan akan 

menjadi milik sekolah dan digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 

2017.  

        Dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dana BOS sekolah 

telah membuat pembukuan yang terdiri dari, RKAS, buku kas umum, 

buku pembantu kas, buku pembantu bank,  buku pajak, opname kas dan 

berita acara   pemeriksaan kas , serta bukti pengeluaran, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Peraturan Pendidikan dan kebudayaan Nomor 26 Tahun 

2017. 
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2. Partisipasi Masyarakat yaitu Komite Sekolah dan Orang Siswa  

        Dalam penelitian  partisipasi masyarakat yaitu komite sekolah dan 

orang tua siswa menunjukkan bahwa komite sekolah dan orang tua siswa 

berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS. Tanggungjawab sekolah 

dalam pelaksanaan dana BOS dinilai sudah baik, karena dalam  

pengelolaan dana BOS salah 1(satu) dari orang tua siswa yang telah 

ditunjuk kepala sekolah dan komite sekolah berpartisipasi dalam hal 

control, pengawasan,  dan memberi masukan dalam hal pelaksanaan BOS. 

Pertanggungjawaban dana BOS telah disampaikan kepada orang tua siswa 

setiap akhir tahun pelajaran atau awal tahun pelajaran berikutnya dan 

selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat. 

        Komite sekolah juga berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS 

yaitu setiap penyusunan RKAS dan penggunaan BOS pihak sekolah 

harus meminta persetujuan kepada komite sekolah, hal ini terlihat dalam  

bukti dokumen RKAS yaitu adanya tanda tangan ketua komite sekolah 

sebagai bentuk persetujuan komite atas penggunaan dana BOS SDN 

105271 Serbajadi. Sekolah juga telah menyampaikan 

pertanggungjawaban dana kepada komite sekolah dengan mengadakan 

rapat setiap akhir tahun dan awal tahun pelajaran berikutnya. 

        Berkenaan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komite 

sekolah berpartipasi dalam pelaksanaan dana BOS dan salah  satu orang 

tua siswa yang telah ditunjuk kepala sekolah dan komite sekolah ikut 

serta yang berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan memberi 

masukan kepada penanggungjawab BOS.  Sekolah  telah menyampaikan 

kepada komite sekolah dan  seluruh orang tua siswa tentang 
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pertanggungjawaban dana BOS dengan mengadakan rapat pada akhir 

tahun atau awal tahun berikutnya. 
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        BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

               Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Efektivitas perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

SDN 105271  Serbajadi, pada tahap penyusunan organisasi pelaksana 

BOS sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan membentuk Tim 

Manajemen BOS (MBS),  pada tahap pendataan siswa sudah dilakukan 

secara akurat  dengan melakukan pengisian formulir dan memverifikasi 

kebenaran/kewajaran data individu peserta didik. Pada tahap 

penyusunan RKAS sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan 

menyusuan RKAS yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu: 

pengembangan kompetensi kelulusan, pengembangan standar isi, 

pengembangan standar proses, pengembangan pendidik dan tenaga 

kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, 

pengembangan pengelolaan, pengembangan pembiayaan, dan 

pengembangan penilaian. 

2. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS SDN 105271 Serbajadi pada tahap 

penyaluran masih belum efektif karena penyaluran dana BOS SDN 

105271 Serbajadi sering mengalami keterlambatan, pada tahap 

pengambilan dana BOS dilakukan dengan baik yaitu diambil oleh 

bendahara atas dasar persetujuan kepala sekolah, pada tahap penggunaan 

dana BOS masih belum efektif karena penggunaan dana BOS tidak
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sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 26 

Tahun 2017 yaitu pembayaran honorer untuk tenaga pengajar non PNS 

sebesar Rp28.800.000  (22,1%) dari dana BOS yang mana dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 26 tahun 2017 

disebutkan bahwa “batas maksimum penggunaan dana BOS  untuk 

membayar honor sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

sebagai akibat  pengalihan kewenangan sebesar 15% dari total BOS 

yang diterima”. Dalam membuat laporan Pertanggungjawaban dana 

BOS sekolah telah membuat pembukuan yang terdiri dari RKAS, buku 

kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pembantu 

bank, buku pajak, opname kas, dan berita acara pemeriksaan kas. 

3. Komite sekolah telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana 

BOS dan  salah satu orang tua siswa yang telah ditunjuk kepala sekolah 

dan komite sekolah berpartisipasi dalam pengelolaan BO  yang berfungsi 

untuk mengontrol, mengawasi, dan memberi masukan kepada 

penganggungjawab BOS sekolah, serta sekolah  telah menyampaikan  

kepada komite sekolah dan seluruh orang tua siswa mengenai 

pertanggungjawaban dana BOS SDN 105271 Serbajadi dengan 

mengadakan rapat pada akhir tahun atau awal tahun berikutnya. 

 

B. Saran  

        Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan RKAS diperlukan adanya penargetan jumlah dana 

pada setiap komponen-komponen rencana belanja yang terdapat dalam 
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              RKAS sehingga selisih jumlah rencana belanja dan realisasi belanja tidak  

              terlalu signifikan. 

2. Pengelolaan dana BOS perlu ditinjau kembali supaya mampu 

mengakomodasikan program sekolah yang tertuang dalam RKAS, dan 

lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan penggunaan dana BOS yang 

telah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 

26 Tahun 2017  tentang Petunjuk Teknik BOS. 

3. Penggunaan dana BOS sebaiknya dibuat dipapan penggumuman sekolah 

sehingga  tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap sekolah.  
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